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TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayar (6) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Unddng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
bersama Bupati Kendal telah menyempurnakan Rancangan
Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor ; 910/292/2014 tanggal 24
Desember 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2015 dan
Rancangan Peraturan Bupali Kendal tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2015;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dilakukan agar Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan
dengan kepentingan umum dan pera ran perundang -
undangan yang lebih tinggi ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagain aa dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetap! n Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Bc¢ ja Daerah Tabun
Anggaran 2015;

Pasal 18 ayat (5) Undangundang Di |
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I

Negara Republik

o
g
i
H
i
:






[image: image3.jpg]10.

11,

12.

13.

Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraen
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rek/at Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 200 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara
Republik (ndonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan
Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201¢
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 246;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan
15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
‘Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Dacrah Tingkar I Semarang {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4079} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rayat Dacrah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambal.an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolean Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor ¢578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesie Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Dacrah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtin
2607 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 ); .

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repuvlik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Presiden Nomor | Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan  Penyebarluasan Peraturan Perundang.
undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007
Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 9) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupater Kendal Tahun
2007 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 31) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintaban Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Dacrah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2007 Nomor 14 Seri E No, 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Pada
Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010
Nomor 4 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 55);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012
tentang Penyusunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupater:
Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No.4, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 97);
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
dan
BUPATI KENDAL
MEMUTUSKAN :

kan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015,

Rp. 1.578.521.309.703,00
. 1692 1752.00()
{Rp.  114.111.354.049,00)

Penerimaan Femb‘myaan Rp. 122.175.082.480,00

Pengeluaran Pembiayaan  Rp.  8.063.728.431,00(-)

Pembiayaan Neto .
isa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri
dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumiah Rp,171,288.911.492,00

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.995.316.650.765,00

¢ Lain-lain Pendapatan Dacrah yang sah sejumlah Rp, 411.915 747.446,00

dari jenis pendapatan :
& Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp.51.830.200.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 17,556.126.579,00
& Hasil  pengelolaan kekayaan dacrah yang dipisahkan sejumiah
| Rp.8.589.157.364,00
Lainlain  pendapatan  asli  daerah  yvang  sah  sejumiah
Rp.93.313.427.549,00

Dana Perimbangan sebay
enis pendapatan:
Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak sejumlah
Rp.48.514.658.765,00
Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.884.901.572.000,00
o Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.61.900.420.000,00

gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

4)Lain-lain Pendapatan Dacrah vang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan

2. Hibah sejumlah Rp.1.260.000.000,00
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Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
sejumlah Rp.87.848.856.000,00

Dana Penydsuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.257.595.341.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
sejumlah Rp.28.910.718.000,00.

Bantuan ~ Keuangan dari Pemerintah (Dana Desa) sejumlah
Rp.36.300.832.446,00.

o

oo

Pasal 3

(1) Belanja Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.1.091.019.461.147,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp.601.613.202.605,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.917,718.389,669,00

. Belanja Bunga sejumiah Rp.175.000,000,00

Belanja Hibah sejumlah Rp.28.764.546.500,00

Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.758.750.000,00

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Rp.5.183.020.000,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp.1.755.613.000,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa s¢jumlah Rp.133.164.141.978,00

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.3.500.000.000,00

®mmepo o

3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja : .
@ Belanja Pegawai sejumlah Rp.44.233,578 800,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.313.205.723 172,00
<. Belanja Modal sejumlah Rp.244.083.900.633,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri
dari :
2. Pencrimaan Pembiayaan scjumlah Rp,121,175.082.480,00
b. Pengeluaran Pemoiayaan sejumlah Rp.8.063.728.431,00

(2 Penerimaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

# Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
sejumlah Rp.101.852.949.980,00

b. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.0,00

¢ Pencairan Dana Cadangan Rp. 20.174.099.500,00

d Penerimaan  Kembali  Pinjaman  Daerah  (SKPD|  sejumiah
Rp.148.033.000,00

¢ Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis.
pembiayaan :
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b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah  daerah  sejumlah
Rp.788.728.431,00

¢. Pembayardn pokok utang sejumlah Rp.275.000.000,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.0,00

€. Pengembalian kembali pinjaman dacrah sejumiah Rp.0,00

Pasai 5

lDalam keadaan darurat dan/atau mendesak, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang beium tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rencangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam
laporan realisasi anggaran,
12)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kriteria sebagai berikut :
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah*Daerah dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya,
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; .
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Dacrah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran daam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat,
(3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayar
(1) mencakup :
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalar tahun anggaran berjalan; dan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat

Lampiran | Ringkasan APBD;

- Lampiran il Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

3 Organisasi;

- Lempiran Il Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Dacrah, Organisasi
SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- Lampiran [V Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

- lampiran V. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan

Urusan Pemerintahan Daersh dan Fungsi dalam Kerangka

Pengelolaan Keuangan Negara :

 Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

. Lampiran VIl Daftar Piutang Daerah;

- Lampiran VIIl Daftar penyertaan modal (investasi) dacrah;

. Lampiran IX Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

0. Lampiran X - Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;





[image: image9.jpg]1. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
dnggaran iniy

2. Lampiran XII Daftar dana cadangan dacrah; dan

. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan abligasi daerah.

. Pasal 7
Bupati Kepdal menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
wndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 scbagai landasan
rasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah,

Pasal 8
| raturan Deerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015,

Jgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
erah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

undangkan di_Kendal
lea tanggal & Deserter oy

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015
NOMOR 4 Seri & NO.3

MOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA
IGAH : ( 213 /2014 )

et 10500





